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Abstract—Unregistered marriage (kawin siri) is a marriage conducted in accordance with religious law but not officially registered with 
the competent state authority as required by statutory regulations. This condition gives rise to various legal issues, particularly 
concerning children born from such marriages, including their legal identity, legal status, and civil relationship with their  biological 
father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 introduced a significant development by recognizing the civil 
relationship between a child born outside a legally registered marriage and his or her biological father, provided that such biological 
relationship can be legally proven. This study aims to analyze the legal protection of the identity and legal status of children born from 
unregistered marriages under Indonesian laws and regulations and to examine whether the regulation of civil relations between such 
children and their biological fathers after Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided legal certainty and legal 
protection. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials 
consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings 
indicate that legal protection for the identity and legal status of children born from unregistered marriages has been regulated under 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Child Protection Law, the Population Administration Law, and the Marriage Law. 
Furthermore, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides more progressive legal protection regarding the civil 
relationship between children and their biological fathers. Nevertheless, the decision has not yet fully ensured optimal legal certainty 
due to the existence of normative and practical obstacles in its implementation. 
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Abstrak—Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi 
yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan 
hukum, terutama terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya terkait identitas hukum, status hukum, dan hubungan 
keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perubahan penting 
terhadap pengaturan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan memberikan pengakuan hubungan 
keperdataan dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan 
perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-
undangan di Indonesia serta menganalisis apakah pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perkawinan 
siri dengan ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 
yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perkawinan. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif terhadap hubungan 
keperdataan anak dengan ayah biologisnya, namun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal karena masih 
terdapat kendala normatif dan implementatif dalam praktik. 

 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kawin Siri, Hubungan Keperdataan, Ayah Biologis. 
 

Pendahuluan 
Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam 

kehidupan masyarakat karena melahirkan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang 
lahir dari perkawinan tersebut (Arliman S, 2019; Suryatni, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, 
selain harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama, perkawinan juga wajib dicatatkan agar 
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memperoleh pengakuan administratif dari negara. Namun, dalam praktik masih banyak ditemukan 
perkawinan siri, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi 
yang berwenang. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap 
anak yang lahir dari perkawinan siri, khususnya berkaitan dengan identitas hukum, status hukum, 
serta hubungan keperdataannya dengan ayah biologis (Fitriani et al., 2026; Hadiyanto & Aulia, 
2026). 

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas 
pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah 
biologisnya sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum, implementasinya masih menghadapi 
berbagai kendala akibat belum harmonisnya pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, 
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Pasmatuti, 
2017). Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan siri masih berpotensi mengalami ketidakpastian 
hukum dalam memperoleh identitas, pengakuan hubungan keluarga, hak nafkah, maupun hak 
waris (Dody Wahono Suryo Alam, 2025; Febriansah et al., 2025; Putra & Yul, 2026). 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang 
lahir dari perkawinan siri belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum (Erlinda, 
2024). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan pokok, yaitu 
bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir 
dari perkawinan siri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta apakah 
pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak yang lahir dari perkawinan siri dengan 
ayah biologisnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi anak (Afdhaliyah et al., 2019; 
Pratama et al., 2026). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan 
perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri 
serta menilai efektivitas pengaturan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya setelah 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam mewujudkan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi anak. 

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan 
teori. Pertama, Teori Perlindungan Hukum Anak yang dikemukakan Arif Gosita menegaskan bahwa 
negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil, menyeluruh, dan tanpa 
diskriminasi terhadap setiap anak sebagai subjek hukum, termasuk anak yang lahir dari 
perkawinan siri. Kedua, Teori Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interests of the child) yang 
menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap 
kebijakan maupun penerapan hukum sehingga anak tidak boleh dirugikan akibat status 
perkawinan orang tuanya. Ketiga, Teori Keadilan menekankan bahwa setiap anak harus 
memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, penghormatan terhadap martabat 
kemanusiaan, serta perlindungan atas hak-hak keperdataannya tanpa diskriminasi berdasarkan 
status kelahiran. Ketiga teori tersebut menjadi dasar analisis dalam menilai apakah pengaturan 
hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan 
keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010. 

  
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian 
terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir dalam 
ikatan kawin siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian 
menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan 
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(statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan konseptual digunakan 
untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak, 
kepentingan terbaik bagi anak, dan keadilan. Selain itu, pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur status dan perlindungan 
hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk 
menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar 
perkembangan pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis serta 
implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Konvensi Hak Anak (Convention on 
the Rights of the Child). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal 
ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum keluarga, 
perlindungan anak, serta hubungan keperdataan anak. Bahan hukum tersier berupa kamus 
hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk mendukung 
pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 
menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah seluruh bahan hukum yang 
relevan dengan objek penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan 
dengan perlindungan hukum anak, status hukum anak hasil kawin siri, dan hubungan keperdataan 
anak dengan ayah biologis. 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif dengan 
tujuan memberikan argumentasi hukum terhadap perlindungan hukum anak yang lahir dari kawin 
siri. Tahapan analisis meliputi deskripsi terhadap ketentuan hukum dan doktrin yang relevan, 
sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan keterkaitan antarperaturan untuk 
mengidentifikasi adanya keselarasan maupun disharmonisasi norma, serta analisis futuristik-
teologis untuk menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan 
rekomendasi pembaruan hukum yang lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan 
perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 
 
Hasil dan Pembahasan 

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Identitas dan Status Hukum Anak yang Lahir 
dari Perkawinan Siri 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah membentuk 
perlindungan hukum terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan 
siri melalui beberapa lapisan pengaturan. Perlindungan tersebut berawal dari jaminan 
konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Perkawinan (Hawana et al., 
2024). Keseluruhan regulasi tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang 
memiliki hak atas identitas, kepastian hukum, serta perlindungan dari tindakan 
diskriminatif tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya (Mahfud et al., 2025). 
Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas anak telah 
mengalami perkembangan yang cukup progresif. Negara tidak lagi memandang identitas 
semata-mata sebagai dokumen administrasi, melainkan sebagai bentuk pengakuan hukum 
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terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum sekaligus bagian dari perlindungan hak 
asasi manusia. 
  Identitas hukum merupakan hak fundamental yang menjadi dasar pengakuan 
negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum (Fahmi, 2023; Sururie, 2017). 
Identitas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pencatatan kelahiran dan penerbitan 
akta kelahiran, tetapi juga menjadi dasar pemenuhan berbagai hak lainnya, seperti hak 
atas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, serta hak-hak 
keperdataan (AS, 2020; Yulianto, 2025). Penguatan perlindungan tersebut tercermin dari 
sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan 
yang secara substansial memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh 
identitas tanpa diskriminasi (Rakyat & INDONESIA, 2021). Dengan demikian, status 
perkawinan orang tua tidak seharusnya menjadi alasan pembatasan terhadap pemenuhan 
hak identitas anak. 
  Dalam aspek perlindungan normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh 
identitas sejak lahir tanpa diskriminasi (Analiya & Arifin, 2022). Selanjutnya, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menempatkan akta 
kelahiran sebagai instrumen utama pengakuan identitas hukum anak sekaligus dasar 
penerbitan dokumen kependudukan lainnya (Mardiyanto, 2024). Pengaturan tersebut 
menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat dalam 
memberikan perlindungan terhadap identitas dan status hukum anak yang lahir dari 
perkawinan siri. 
  Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan 
normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Anak yang lahir 
dari perkawinan siri masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum tercatatnya 
perkawinan orang tua, kesulitan pencantuman identitas ayah biologis dalam dokumen 
kependudukan, belum seragamnya penerapan administrasi kependudukan di berbagai 
daerah, terbatasnya mekanisme pembuktian hubungan biologis, rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta belum optimalnya 
koordinasi antarinstansi. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak lagi 
terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada mekanisme pelaksanaan yang 
belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari 
perkawinan siri. Hambatan administratif, perbedaan praktik pelayanan administrasi 
kependudukan, dan kompleksitas pembuktian hubungan biologis menyebabkan 
perlindungan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum 
berjalan secara optimal. 
  Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup 
diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus 
didukung oleh sistem administrasi yang sederhana, pelayanan publik yang mudah diakses, 
serta koordinasi yang efektif antarinstansi. Apabila mekanisme tersebut belum berjalan 
secara optimal, maka tujuan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum 
masih sulit diwujudkan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas 
perlindungan hukum sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, 
struktur kelembagaan, dan implementasi kebijakan dalam praktik. 
  Berdasarkan teori perlindungan hukum anak yang dikemukakan oleh Arif Gosita, 
negara tidak hanya berkewajiban membentuk norma hukum, tetapi juga memastikan 
bahwa norma tersebut mampu memberikan perlindungan secara efektif kepada anak 
sebagai kelompok yang rentan. Berbagai hambatan administratif yang masih ditemukan 
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menunjukkan bahwa fungsi perlindungan negara belum sepenuhnya terlaksana meskipun 
landasan hukumnya telah tersedia. Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan M. Agus 
Santoso, perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri harus dipahami 
sebagai perwujudan keadilan substantif. Anak tidak dapat dibebani akibat hukum yang 
timbul dari kelalaian administratif orang tuanya, sehingga negara berkewajiban menjamin 
terpenuhinya seluruh hak anak tanpa diskriminasi. 
  Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif negara 
telah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat terhadap identitas dan status 
hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Namun, efektivitas perlindungan tersebut 
masih memerlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 
Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disertai 
penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta 
peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut diperlukan 
agar perlindungan identitas anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi 
benar-benar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang 
efektif dalam praktik. 

B. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Hubungan Keperdataan Anak yang 
Lahir dari Perkawinan Siri dengan Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di 
Indonesia karena mengubah pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya putusan tersebut, anak yang lahir di luar 
perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. 
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hubungan keperdataan diperluas sehingga anak 
juga dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah 
tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lain 
yang sah menurut hukum. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam 
sistem hukum keluarga Indonesia, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada legalitas 
administratif menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak anak sebagai 
subjek hukum. 
  Perubahan tersebut memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak 
keperdataan anak, meliputi hak atas identitas, pengakuan asal-usul, pemeliharaan, nafkah, 
pengasuhan, hubungan keluarga, serta hak-hak keperdataan lain yang timbul sebagai 
konsekuensi adanya hubungan biologis antara anak dan ayahnya (Mahfud et al., 2025). 
Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi semata-mata didasarkan pada status 
administratif perkawinan orang tua, tetapi juga mempertimbangkan fakta biologis yang 
dapat dibuktikan secara hukum. Pengakuan terhadap hubungan biologis tersebut 
menunjukkan bahwa hubungan darah memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat 
sebagai dasar lahirnya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Sitakar & 
Zuhrah, 2026). Pendekatan ini mencerminkan pergeseran orientasi hukum dari 
pendekatan formalistik menuju keadilan substantif yang lebih mengutamakan pemenuhan 
hak-hak anak. 
  Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010 telah memperkuat perlindungan hukum secara substantif terhadap 
anak yang lahir dari perkawinan siri. Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan 
kepastian mengenai asal-usul anak, tetapi juga memperluas perlindungan terhadap 
berbagai hak keperdataan, seperti hak memperoleh nafkah, pengasuhan, perlindungan 
hukum, serta pengakuan hubungan keluarga. Dengan demikian, Putusan Mahkamah 
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Konstitusi telah memberikan dasar hukum yang lebih progresif bagi pemenuhan hak-hak 
anak tanpa menjadikan status administratif perkawinan orang tua sebagai satu-satunya 
dasar pengakuan hubungan hukum. 
  Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan norma 
tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum dalam praktik. Implementasi 
Putusan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum 
adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pembuktian 
hubungan biologis, prosedur pencantuman identitas ayah biologis dalam administrasi 
kependudukan, maupun ruang lingkup hubungan keperdataan yang lahir setelah 
hubungan darah tersebut terbukti. Akibatnya, pelaksanaan putusan masih bergantung 
pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum dan instansi administrasi 
kependudukan, sehingga penerapannya belum seragam di berbagai daerah. 
  Temuan penelitian juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara Undang-
Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang 
Perkawinan masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai dasar penting dalam 
pengakuan hubungan keluarga, sedangkan perkembangan hukum pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi menghendaki agar hubungan biologis yang dapat dibuktikan 
memperoleh pengakuan hukum demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak. 
Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang telah berkembang 
secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum dalam praktik 
administrasi kependudukan maupun penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan suatu pembaruan hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma, 
tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan harmonisasi antarperaturan perundang-
undangan. 
  Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum anak yang 
dikemukakan oleh Arif Gosita, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak 
sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Negara tidak lagi membiarkan 
anak menanggung akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan orang tua, 
melainkan memberikan pengakuan terhadap hubungan biologis sebagai dasar lahirnya 
hak-hak keperdataan anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan 
hukum diarahkan pada pemenuhan hak anak secara optimal sesuai dengan prinsip 
perlindungan hak asasi manusia. 
  Selanjutnya, berdasarkan teori The Best Interests of the Child, kepentingan terbaik 
bagi anak telah menjadi pertimbangan utama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010. Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh 
perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Namun demikian, 
efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum 
dalam mengimplementasikan putusan secara konsisten melalui harmonisasi regulasi, 
pembentukan aturan pelaksana yang lebih komprehensif, penyederhanaan mekanisme 
pembuktian hubungan biologis, serta peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan 
dan instansi administrasi kependudukan. 
  Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperkuat perlindungan hukum terhadap 
hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri dengan ayah biologisnya 
secara normatif dan substantif. Akan tetapi, untuk mewujudkan kepastian hukum yang 
efektif masih diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan, serta regulasi pelaksana lainnya agar perlindungan terhadap 
hubungan keperdataan anak dapat diterapkan secara konsisten, memberikan kepastian 
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hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan 
kepentingan terbaik bagi anak. 

 
Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas 
dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri pada dasarnya telah memperoleh landasan 
normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 
serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keseluruhan pengaturan tersebut menegaskan 
bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas, status hukum, dan perlindungan tanpa 
diskriminasi, sehingga status perkawinan orang tua tidak seharusnya mengurangi pemenuhan hak-
hak dasar anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan 
siri tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai 
perwujudan penghormatan terhadap hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 telah memberikan perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia melalui 
pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah 
biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan menurut hukum. Putusan tersebut 
memperkuat perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak, seperti hak atas identitas, 
pengakuan hubungan keluarga, pemeliharaan, nafkah, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun 
demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan 
kepastian hukum karena masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan 
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif 
mengenai pembuktian hubungan biologis dan pelaksanaan hak keperdataan, serta belum 
seragamnya implementasi dalam praktik. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini terletak pada 
penegasan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri memerlukan 
harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan implementatif agar kepastian hukum, keadilan, dan 
prinsip the best interests of the child dapat diwujudkan secara efektif dalam sistem hukum 
Indonesia. 
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